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KATA PENGANTAR
Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini
kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang
berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan

dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.
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Jumat, 1 Maret
2019

Pinjaman Bank
Dunia untuk Fisik

Pembangunan Kawasan Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara
Barat, mengikuti rencana induk yang sudah disusun Bersama
Bank Dunia. Bank Dunia akan memberikan pinjaman Rp 1,6
triliun untuk pengenbangan pariwisata secara fisik. “ Pinjaman
itu tidak hanya untuk Mandalika, tetapi juga untuk Danau Toba
dan Borobudur. Alokasi untuk Mandalika sekitar Rp300 miliar
yang digunakan untuk pengerjaan fisik sesuai rencana induk
yang sudah dibuat,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis
(28/2/2019).

Media Indonesia
(halaman 20)

Jumat, 1 Maret
2019

Walhi Minta Proyek
Bendungan
Pamukkulu
Dievaluasi

WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintah
agar mengkaji ulang proyek pembangunan Bendungan
Pamukklu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Proyek yang
masuk program strategis nasional dianggap sarat pelanggaran
HAM dan berisiko terhadap kehidupan masyarakat lokal.
Bendungan Pamukkulu rencananya menjadi yang terbesar
ketiga di Sulsel, setelah Bendungan Bli-bli di Gowa dan
Paselloreng di Wajo. Propyek raksasa ini berdiri di atas lahan
seluas 640 hektare (ha), dengan masa pengerjaan antara 2017-
2022.

Media Indonesia
(halaman 19)

Jumat, 1 Maret
2019

Berita Foto

Jembatan Holtekamp yang menjadi ikon Jayapura di Jayapura,
Papua.

Koran Tempo
(halaman 20)

Jumat, 1 Maret
2019

Kementerian Bantu
Depok Selesaikan
Masalah Sampah

Kota Depok mendapat bantuan alat pengolahan sampah dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di
tengah persoalan sampah yang tak kunjung selesai di kota
tersebut. Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan alat
itu untuk membantu mengurangi sampah di kotanya.

Bisnis Indonesia
(Halaman 10)

Jumat, 1 Maret
2019

Menguji Kesiapan
Segitigga Emas
Reban

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan kawasan ini
dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jabar akan
dirancang paling maju dibandingkan dengan Kawasan lain di
Jabar. Ini dilakukan sekaligus mengakomondasi, mulai dari
relokasi industri-industri padat karya yang bertebaran di
sejumlah daerah terutama di Kawasan Daerah Aliran Sungai
(DAS) Citarum.

Bisnis Indonesia
(Halaman 6)

Jumat, 1 Maret
2019

PP Incar Riau & Bali

Direktur Utama PT PP Infrastruktur Didik Mardiyanto
mengatakan bahwa perusahaan menjadi inisiator
pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional
Pekanbaru Kampar (1.800 Ipd) dan bali (2.500 Ipd). PP
Infrastruktur telah menyusun prastudi kelayakan dengan
skema kerja sama bilateral atau business to business (b-to-b).




Judul Pinjaman Bank Dunia untuk Fisik Tanggal | Jumat, 1 Maret 2019
Media | Kompas (halaman 13
Pembangunan Kawasan Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengikuti rencana induk
yang sudah disusun Bersama Bank Dunia. Bank Dunia akan memberikan pinjaman Rp 1,6 triliun
Resume untuk pengenbangan pariwisata secara fisik. “ Pinjaman itu tidak hanya untuk Mandalika, tetapi
juga untuk Danau Toba dan Borobudur. Alokasi untuk Mandalika sekitar Rp300 miliar yang
digunakan untuk pengerjaan fisik sesuai rencana induk yang sudah dibuat,” kata Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (28/2/2019).
PARIWISATA

Pinjaman Bank Dunia untuk Fisik

JAKARTA, KOMPAS — Pemba-
ngunan kawasan Mandalika di
Lombok, Nusa Tenggara Barat,
mengikuti rencana induk yang
sudah disusun bersama Bank
Dunia. Bank Dunia akan mem-
berikan pinjaman Rp 1,6 triliun
untuk pengembangan pariwi-
sata secara fisik.

"Pinjaman itu tidak hanya
untuk Mandalika, tetapi juga
untuk Danau Toba dan Boro-
budur. Alokasi untuk Manda-
lika sekitar Rp 300 miliar yang
digunakan untuk pengerjaan fi-
sik sesuai rencana induk yang
sudah dibuat,” kata Menteri Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Basuki Hadimuljono di

Jakarta, Kamis (28/2,/2019).

Berdasarkan data Kemente-
rian PUPR, pembangunan in-
frastruktur yang sudah dilaku-
kan di kawasan Mandalika, an-
tara lain rekonstruksi jalan
Bandara Internasional Lombok
ke Kuta (Mandalika) sepanjang
54,71 kilometer,

Menurut Basuki, jalan yang
menghubungkan Bandara
Lombok menuju kawasan Man-
dalika sudah mencukupi. Jalan
tersebut sudah diperlebar men-
jadi dua jalur yang terdiri atas
empat lajur dengan median pe-
misah. Jalan itu diyakini dapat
menampung kepadatan lalu lin-
tas, termasuk saat penyeleng-

garaan MotoGP pada 2021.

Basuki menambahkan, tahun
ini belum ada kebutuhan mem-
bangun jalan bypass dari Ban-
dara Lombok ke Mandalika,
Dana pinjaman Bank Dunia ju-
ga tidak diprogramkan untuk
membangun jalan tersebut, ter-
masuk pembebasan lahannya.

Setelah resmi ditunjuk se-
bagai penyelenggara MotoGP
2021, Kawasan Ekonomi Khu-
sus (KEK) Mandalika mesti se-
gera menyiapkan infrastruktur
dan sarana pendukung.

"Yang perlu disiapkan adalah
akses jalan truk pengangkut lo-
gistik MotoGP. Saya belum tahu
pengangkutannya ke Lombok

lewat udara atau laut. Kalau
lewat laut, kapal pengangkut
akan bongkar-muat di Pelabuh-
an Gili Mas (sebelah selatan
Pelabuhan Lembar, Lombok
Barat),” kata Kepala Dinas PU-
PR NTB Wedha Magma Ardhi,
di Mataram, Lombok.
Menurut Ardhi, penyveleng-
gara MotoGP membutuhkan
akses jalan untuk mengangkut
logistik. Rute yang disiapkan
adalah jalan raya dari Bandara
Internasional Lombok menuju
KEK Mandalika. Jalan yang ada
saat ini, selebar 11 meter, dinilai
memadai untuk dilewati truk
pengangkut logistik tersebut,
(NAD/RUL)



Judul

Walhi Minta Proyek Bendungan Pamukkulu Dievaluasi

Tanggal

Jumat, 1 Maret 2019

Media | Media Indonesia (halaman 20)
WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintah agar mengkaji ulang proyek
pembangunan Bendungan Pamukklu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Proyek yang
Resume masuk program strategis nasional dianggap sarat pelanggaran HAM dan berisiko terhadap

kehidupan masyarakat lokal. Bendungan Pamukkulu rencananya menjadi yang terbesar ketiga
di Sulsel, setelah Bendungan Bli-bli di Gowa dan Paselloreng di Wajo. Propyek raksasa ini berdiri
di atas lahan seluas 640 hektare (ha), dengan masa pengerjaan antara 2017-2022.

O MAKASSAR, SULAWESI SELATAN

Walhi Minta Proyek Bendungan Pamukkulu Dievaluasi

WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) mende-
sak pemerintah agar mengkaji ulang proyek
pembangunan Bendungan Pamukkulu di
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Proyek
yang masuk program strategis nasional di-
anggap sarat pelanggaran HAM dan berisiko
terhadap kehidupan masyarakat lokal.

Bendungan Pamukkulu rencananya men-
jadi yang terbesar ketiga di Sulsel, setelah
Bendungan Bili-bili di Gowa dan Paselloreng
di Wajo. Proyek raksasa ini berdiri di atas
lahan seluas 640 hektare (ha), dengan masa
pengerjaan antara 2017-2022. Total biaya
proyek sebesar Rp1,7 triliun dari APBN dan
utang luar negeri.

Menurut Direktur Walhi Sulsel Muhammad
Al Amin, dari seluruh lahan yang ada, 200 ha

lahan berada di kawasan hutan, dan sisanya
akan menenggelamkan tiga dusun di Desa
Kele Komara, Kecamatan Polongbangkeng
Utara, Kabupaten Takalar. Bahkan, ada 312
kepala keluarga yang akan terdampak. Meski
demikian pemerintah, dalam hal ini Kemen-
terian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PU-Pera) dinilai tidak peduli dengan
hak-hak masyararakat yang terdampak.

“Dari kajian dan investigasi, disimpulkan
bahwa pembangunan bendungan masih perlu
dikaji, direvisi, dan dipertimbangkan ulang
karena tidak manusiawi dan memiskinkan
masyarakat,” tegas Al Amin, kemarin.

Al Amin menambahkan, negara memin-
jam uang untuk membiayai proyek harus
memenuhi persyaratan dari kumpulan bank

pembangunan internasional atau MDBs.
Salah satunya, mengawali proyek dengan
konsultasi publik, untuk memastikan apakah
proyek disetujui masyarakat. Lewat konsulta-
si, masyarakat juga memberikan pandangan
agar proyek tidak berdampak buruk.

Namun kenyataannya, Walhi menemukan
bahwa proyek Bendungan Pamukkulu meng-
abaikan tahapan itu, Sebelumnya, Kepala Balai
Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang,
Suparji menjelaskan, Bendungan Pamukkulu
bakal berfungsi mengairi irigasi seluas 6.430
ha. Selain itu, bandungan dapat menampung
82,7 juta meter kubik air sehingga membantu
mengendalikan banjir dan menyediakan air
baku. Bendungan juga bisa memberikan daya
PLTA sebesar 25 mw. (LN/N-3)



Judul Berita Foto Tanggal | Jumat, 1 Maret 2019

Media | Media Indonesia (halaman 19)

Resume | Jembatan Holtekamp yang menjadi ikon Jayapura di Jayapura, Papua.

ANTASAGUST] TANATI

JEMBATAN HOLTEKAMP: Pekerja melintasi jembatan Holtekamp yang menjadi ikon Jayapura di Jayapura, Papua, kemarin,
Jembatan Holtekam yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami rencananya akan diresmikan Presiden Joko
Widodo pada Maret ini.



Judul Kementerian Bantu Depok Selesaikan Masalah Tanggal | Jumat, 1 Maret 2019
Sampah
Media | Koran Tempo (halaman 20)
Kota Depok mendapat bantuan alat pengolahan sampah dari Kementerian Pekerjaan Umum
Resume dan Perumahan Rakyat di tengah persoalan sampah yang tak kunjung selesai di kota tersebut.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan alat itu untuk membantu mengurangi sampah
di kotanya.

Kementerian Bantu Depok
Selesaikan Masalah Sampah

Sampah masih menjadi masalah besar di Depok.

Jobpie Sugiharto

Jobpie@itomnpa co &f

DEPOK - Kota Depok men.
dapat bantuan alat pen-
golahan sampah dari
Kementerian  Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakvat di tengah persoalan
sampah vang tak kunjung
sedesai di kota tersebut Wali
Kota Depok Mohammad
Idris mengatakan alat itu
untuk membantu mengu-
rangi sampah di kotanya,

“Kami diberi mesin
dengan kapasitas 3 ton per
hari,"kata dia di kantomya,
kemarin

Menurut  dia, mesin
pengolah sampah itu juga
bisa memproduksi briket
sebagal penggantt batu
bara untuk bahan bakar
beberapa pabrik dan usaha
mikro, kecil, dan menengah
“Besole saya hadiri peres.
mian itu dari pemerintah
pusat,” wjamya,

Idris menjelaskan, mesin
itu akan ditempatkan di
Kecamatan Sukmajaya.
Sebab, selama ini, sampah
organik di daerah itu tidak
bisa diolah akibat keterba-
tasan lahan. Jumlah warga
di sana mencapai 15 nbu
jiwa per kilometer persegi,”
ucapnya.

Depok memang sedang
mengalami masalah sam-
pah. Bantuan alat dari
pemerintah pun tengolong
kecil jika dibandingkan
dengan kebutuhan Depok.
Unit Pelaksanaan Teknis
Tempat Pembuangan Akhir
(UPTTPA) Cipayung setiap
hari hanya sanggup menge-

TEMPOARSYAY

Situ Pladen penuh sampah akibat buruknya pengolahan dari Pemkot Depok, 25 Februari lalu.

lola 850-900 ton sampah
warga Depok. Padahal pro-
duksi sampah per hari lebih
dari 1.000 ton. Sebelumnya,
menurut Kepala UPT TPA
Cipayung, Ardan, sampah
warga per hari sebesar
T700-800 ton

Kenajkan jumlah sam.
pah itu seiring dengan
pertumbuhan  penduduk
Kota Depok. Setiap orang
menghasilkan 0,6 kilogram
sampah, sementara pendu-
duk Depok berjumlah seki-
tar 2 juta jiwa. “Belum lagi
sampah vang bukan dari
warga lain," tuturnya,

Depok berharap
Pemerintah Provinsi Jawa
Baratmempercepat pembu-
kaan Tempat Pengelolaan
dan Pemrosesan Akhir
Sampah (TPPAS) Regional

Lulut-Nambo khusus
untuk Kota Depok bila
telah dibuka resmi pada
Juli 2020, "Kota Depok
meminta agar diizinkan
menggunakan mulai
2019," ujar Kepala Bidang
Pelavanan  Kebersihan
Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota
Depok, Iyay Gumilar, awal
Januari lalu.

Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Depok
2019 pun telah mengaloka-
sikan dana khusus untuk
pembuangan sampah ke
Nambo sebesar Rp 10 mili-
ar Biaya yang harus diba-
yarkan sekitar Rp 138 ribu
per ton. “Kalau diizinkan
buang sampah, sudah ada
anggarannya.

Permohonan izin sege-

ra membuang sampah ke
Nambo dipercepat sebelum
dibuka secara resmi pada
2022 telah disampaikan
via surat kepada Gubernur
Jawa Barat Ridwan Kamil,
Surat disampaikan dua
kali pada tahun lalu, yakni
pada April dan Desember.
Menurut Iyay, pemberian
Kementerian PUPR terse-
but kinl sudah berada di
Unit Pengolahan Sampah
Merdeka, Kecamatan
Sukmajaya. Namun butuh
waktu untuk mengope-
rasikan mesin pencacah
berteknologh mutakhir itu.
Mesin tersebut tak ditem-
patkan di TPA Cipayung
karena ketiadaan lahan
lantaran sampah di sana
sudah menggunung
“Tahun ini bisa diguna-

kan, tapt sekarang kami
diajari PUPR,” ucap Iyay
“Mirip teknologi  refu.
se derived fuel (RDF) di
TPPAS Nambo, tapi dengan
skala lebth kecil"

Iyvay menjelaskan, pro-
duksi sampah Depok hing-
ga akhir 2018 mencapai
L.3(H) ton per hari. Padahal,

jumlah truk sampah milik
Depok hanya 115 unit,
dari yang seharusnya 250
unit. Setiap truk itu ber-
kapasitas 4-5 ton. Jumiah
tenaga kebersihan juga
belum mencukupi, yakni
baru 1.300 orang, dari yang
semestinva  2.000-2 500
Orang. @ IRSYAN HASY#

Musabab Gagal Raih Adipura

ENGHARGAAN Adipura dan Kementenan Ungkungan Hidup
P dan Kehutanan lepas dan genggaman Kota Depok pada

tahun lale. Musababeya, kota Au dinilai buruk dalam sistem
pengelolaan sampah. Wall Kota Mohammad kdns realists makhat
kagagaan itu,

“Menakkan poin 0.4 saja tu sudah sulit.® ulama di tengah
acara evalsasi tiga tabun pemenntaharey di kantornya, kemann,

Dia mengaiul Depok belum masi dalam hal pemilahan sampah
dari sumberya sehingga pon pemberdayaan masyarakat jadi
blokc

Pada 10 Februan lalu, Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbigya menjelaskan standar pengolahan sampah menunt
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Menurut dia, Kota Depok
belun memenuhi standar itu sehingga gagal mendapatkan Piaka
Adpura pada 2018. Dia pun berjanjl aan membina Kota Depok
agar besa meningiatian lonena di bidarg lingkurgan, *Paling tidak,
tahun depan sudah rapl,” ucapnya.

Siti Nurbaa merujuk pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Cipayunig yang massh menesapkan kansep open dumping. Atinya,
1.300 ton sampah yang datang tiap han iangsung dtumpuk tanpa
diclah lebdn dubl, “Itu ticak baleh merunat undang undang.”

Dia juga menjelaskan, persoalan o Cipayung menfadi faktor
redua gagakya Depak meraih predikat kota bersih dan teduh
Faitoe lairenya adafah gugatan warga o sekitar TPA Cipayung yang
samp ke pengadian, Pemerintah Depok sampai berkpardinasi
dengan Balai Besar Wiknah Sunga Clwung dan Cisadane
mengenai tuntutan warga akbat longsoran sampah TPA Cipayung
di Kal Pesanggrahan, Sampah yang menutupe saluran kali tersebut
membuat banjr di seltar jembatan Kelurahan Pasir Putih.

“Barjir bulzan harwa karena longsoran sampah, tapi juga karena
kall peru clkeruk.” tutur Sitl.

Pengadilan Negori Depok menggelar sidang perdana gugatan
warga Kampung Pasir Putih tehadap Pamerintah Kota Depok rwal
polusi udara dampak TPA Cipayung pada 23 Agustus 2018, Kuasa
hukum warga Pasir Putih, Achmad Farsal, berbsarap majelis hakim
memutuskan sacara adil.

“Harapan kany, warga dapat mempercleh hak-hakrya dan kom
pensasi iayak yang selama ire dilarggar Pemkot Depok,” ujanmya.

Merurut Kiris, dafam APBD tahun ini dianggarkan proyek pemba-
ngunan jembatan Pasir Putih serta pengerulan Kali Pesanggrahan.
la juga membeberkan twmpukan sampah g sana mencapai 23
meter, melebihi batas maksimal 20 meter, Setain tu, 1ahun ini
Depok membell alat berat untuk mengashkan sampah ke sumur
buangan (lanafil) yang lama, “Tape rencana ini diprotes wanga,™ kata
Wall Kota ins.

@ IRSYAN HASYIM



Jumat, 1 Maret 2019

Tanggal

Menguji Kesiapan Segitigga Emas Reban

Bisnis Indonesia (Halaman 10)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan kawasan ini dalam Rencana Tata Ruang dan

Ini dilakukan sekaligus mengakomondasi, mulai dari relokasi industri-industri padat karya yang

Wilayah (RTRW) Jabar akan dirancang paling maju dibandingkan dengan Kawasan lain di Jabar.
bertebaran di sejumlah daerah terutama di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.
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Judul PP Incar Riau & Bali Tanggal | Jumat, 1 Maret 2019

Media | Bisnis Indonesia (Halaman 6)

Direktur Utama PT PP Infrastruktur Didik Mardiyanto mengatakan bahwa perusahaan menjadi
inisiator pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pekanbaru Kampar
(1.800 Ipd) dan bali (2.500 Ipd). PP Infrastruktur telah menyusun prastudi kelayakan dengan
skema kerja sama bilateral atau business to business (b-to-b).
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